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. Latar Belakang

Pengaturan Mengenai Keruangan Wilayah Daratan Riau termuat dalam Surat Keputusan Menteri
Kehutanan No. 173 Tahun 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Peraturan
Daerah No. 10 tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Daerah Tingkat
I Riau 1994-2009 yang memuat tentang arahan pemanfaatan ruang sebagai Acuan dan Alat
koordinasi antar sector dalam membuatan kebijakan Pembangunan Provinsi Riau hingga saat ini.
Dalam TGHK dan RTRWP Riau tersebut luas daratan Riau adalah 9.456.160 Ha (masih termasuk
Provinsi Kepulauan Riau). TGHK memuat pembagian pemanfaatan Ruang berdasarkan Fungsi
Hutan menjadi 5 Klasifikasi yaitu Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam dan Wisata, Hutan Produksi
Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Konversi. Sedangkan RTRWP membagi
arahan pemanfaatan Ruang menjadi 2 Klasifikasi Besar yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan
Budidaya. Kawasan Lindung meliputi Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Hutan Suaka Alam,
Kawasan Perlindungan Setempat, dan Kawasan yang memberikan Perlindungan Kawasan
Bawahnya. Sementara Kawasan Budidaya meliputi Kawasan Hutan Produksi, Perkebunan, Industri,
Pariwisata, Pertanian, Pemukiman dan lain-lain, dan kawasan Prioritas.

Dalam UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Penyusunan RTRWP dilakukan dengan
mengacu pada RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional), kemudian RTRWK (Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten/Kota) juga harus mengacu pada RTRWP. Hal tersebut dimaksudkan
agar ada singkronisasi Pembangunan antar Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
RTRWN disusun untuk jangka 25 Tahun, RTRWP untuk Jangka 15 Tahun, dan RTRWK untuk
jangka waktu 10 Tahun. Revisi atau Peninjauan Kembali dapat dilakukan setiap 5 Tahun. Revisi
atau Peninjuan bertujuan untuk mensingkronkan kembali berbagai perkembangan kebijakan
Daerah, Nasional maupun Internasional yang mungkin muncul di tengah perjalanan.

Pentingnya Penataan ruang ini mengandung makna bahwa setiap kebijakan Pembangunan yang
dibuat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar tidak keluar dari arahan pemanfaatan ruang
yang sudah ada. Secara implisit Tata Ruang juga memuat tentang pembagian kewenangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah, baik dalam hal Penetapan/Perubahan Status Kawasan Hutan,
Pemberian izin alokasi Ruang untuk Investasi maupun Pengembangan Pemukiman/Perkotaan dan
Pedesaan, dan lain-lain. Jika dilihat dari perseptif Ekologis Tata Ruang juga berfungsi untuk
memberikan kepastian bagi perlindungan/pelestrian terhadap kawasan, ekosistem, dan habitat
yang memiliki nilai ekologis tinggi. Kemudian Maknanya akan lebih luas apabila dilihat dari
Perspektif Sosial, Ekonomi, Budaya dan Politik.

Analisis JIKALAHARI ini bertujuan untuk melihat sejauhmana RTRWP Riau 1994-2009 dipatuhi dan
dijadikan acuan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membuat kebijakan
yang secara khusus berhubungan dengan Keberdaan Hutan Alam di Riau. Kemudian analisisnya
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juga dihubungkan dengan draft RTRWP Riau 2001-2015 yang saat ini sedang dalam proses
penyempurnaan oleh Bappeda Riau utuk diajukan ke DPRD Provinsi Riau untuk disahkan menjadi
Peraturan Daerah. Dari Analisis ini JIKALAHARI ingin memaparkan fakta-fakta yang telah terjadi
dalam RTRWP Riau 1994 dan yang akan terjadi dalam RTRWP Riau versi Revisi, kemudian
JIKALAHARI juga membuat usulan RTRWP Riau dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan bagi Pihak-Pihak terkait untuk melakukan penyempurnaan terhadap RTRWP yang
sedang direvisi.

I1. Hutan Alam Riau dalam RTRWP Riau Revisi 2001-2015

Bappeda Riau sejak tahun 2001 telah menghasilkan Draft Revisi RTRWP Riau untuk 2001 — 2015,
sebagai penyempurnaan atas RTRWP Riau tahun 1994 (Perda No. 10 Tahun 1994). Substansi
Arahan Pemanfaatan dalam RTRWP Hasil Revisi tersebut Menurut Analisis JIKALAHARI akan
berimplikasi terhadap keberadaan Tutupan Hutan Alam di Riau yang kondisinya saat ini sudah
kritis.

2.1. Hutan Alam Tersisa
Hutan Alam Riau sudah memasuki fase kritis dengan Laju degradasi Hutan Alam Riau saat ini
mencapai 100.000 Ha per tahun. JIKALAHARI mencacat bahwa Hutan Alam tersisa maksimal
seluas 3.210.563,139 Ha lagi (lihat Peta 1). Hal ini sangat berkorelasi dengan kebijakan pemerintah
yang telah mengalokasikan arahan peruntukan Hutan Alam untuk Kawasan Budidaya. Tidak Hanya
itu, degradasi Hutan Alam juga terjadi pada Kawasan Lindung, dan ini terjadi karena lemahnya
fungsi Pengawasan dan penegakan hukum (Low Enforcement) di bidang Kehutanan.

[ 5 wr [ [

N 102°
1 Kawasan Hectares |Percent
\ Tak Berhutan 5.772.549,287| 64,26

Tutupan Hutan 2004 |3.210.563,138| 3574
8.983.112,506 100

Total

0"

& 205

152 i hory 111 L)

Peta 1. Tutupan Hutan Alam yang tersisa menurut hasil analisa Citra satelit Tahun 2004.
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2.2. Arahan pemanfaatan dalam Peta Revisi RTRWP Riau 2001-2015

0

102°

Cuafd RTRWP 2001 sid 2015

Kawasan Ferfarnlan

Fawasan Hulan Pelsstariamn Alam
Hawasan Hulan Produksi Telap
Fawasan Hidan Suaka Alam

Kawasan FerkebunanTanaman Tahunan
Fawasan Perlindungan Setempat
Fawasan Permukiman Dan Lain-dain

Fawasan Perunbukan industri

Fawasan yang Memberikan
Perdinclungan Kawasan Bawahannya

e 1 L)

Peta 2. Menunujukkan Arahan Pemanfaatan RTRWP Riau 2001-2015

Tabel 1. Arahan Pemanfaatan Ruang Daratan Riau dalam Draft Revisi RTRWP

No | Arahan Pemanfaatan Kawasan Luas (Ha) Persentase
1 | Kawasan Hutan Pelestarian Alam 350,490.345 3.9
2 | Kawasan Hutan Produksi Tetap 2,614,156.628 29.1
3 | Kawasan Hutan Suaka Alam 511,792.781 5.7
4 Kawasan Perkebunan/Tanaman 3.114.511.569 34.67
Tahunan
5 | Kawasan Perlindungan Setempat 100,360.511 1.12
6 | Kawasan Permukiman Dan Lain-lain 480,716.025 5.35
7 | Kawasan Pertanian 1,141,915.645 12.71
8 | Kawasan Peruntukan Industri 1,969.148 0.02
9 Kavv_asan yang Memberikan 667.200.169 743
Perlindungan Kawasan Bawahannya
Total 8,983,112.506 100

Namun Jika Arahan Pemanfaatan Tersebut dibagi berdasarkan Fungsi Kawasan maka
Perbandingan antara Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya sangatlah jauh dari
Proporsional, padahal paling tidak suatu Provinsi haruslah menyisakan minimal 30% dari
wilayah daratannya sebagai Hutan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung. Hal tersebut

terlihat pada Tabel 2 dan Peta 3 dibawah ini.
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Tabel 2. Arahan Pemanfaatan menurut Fungsi Kawasan

N
0 Arahan Fungsi Kawasan Luas (Ha) Persentase
1 | Kawasan Budidaya 7.353.268,699 81.86
2 | Kawasan Lindung 1.629.843,807 18.14
Total | 8.983.112,506 100
102°
Mark | Fungsi Kawasan Luas (Ha) |Persentase

B | Kawasan Lindung
Il | Kawasan Budidaya

1.629.843,807 81,86
7.353.268,699 18,14

Total | 6.983.112,506 100

0"

& 205

L] 1 P

181

Peta 3. Arahan Pemanfaatan menurut Fungsi Kawasan

2.3.

Hutan Alam Hilang dan tersisa

Kondisi Eksisting Kawasan yang ditetapkan berfungsi Lindung dalam Peta Revisi RTRWP
Riau ternyata sebagian sudah tidak berhutan lagi, dan ini berarti hutan alam yang akan
tersisa sebenarnya akan lebih sedikit dari yang sudah dialokasikan sebagai kawasan
Lindung. Hal ini terjadi karena inkonsistensi kebijakan pemanfaatan ruang dan lemahnya
Penegakan Hukum. Lebih Rinci dapat dilihat dalam table 3 berikut.

Tabel 3. Hutan Alam yang berpotensi hilang dan yang masih tersisa

No Tata Guna Luas (Ha) Persentase
1 Kawasan Budidaya 5.173.814,126 58.18
2 Kawasan Hutan Alam Yang Akan Hilang| 2.179.455,020 24.53
3 Kawasan Lindung Yang Berhutan 1.031.108,121 11.53
4 Kawasan Lindung Yang Tidak Berhutan 598.735,439 5.76

TOTAL 8.983.112,506 100
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102,

- Kawasan Lindung Yang Berhutan

- Kawasan Lindung Yang Tidak berhutan
- Kawasan Budidaya

- Tutupan Hutan Alam Yang Akan Hilang

0"

180 1 i 13 ¥k

Peta 4. Kawasan Hutan Alam yang akan hilang dan kawasan Lindung yang tak
berhutan lagi

2.4. Penyebab Hilangnya Hutan Alam

" I I [

@
N . 102
Perubahan fungsi Tutupan Hutan Alam 2004
Foarwanan Hutan Produksi Tetap
Kawasan PerkebananTanaman Tahaunan
Kawasan Permukiman Dan Lain<ain i
Fawasan Perianian
| Fawasan Peruriubkan lrdustni
Tak Berhuian
Tutupan Hutan &am 2004 yang Tersisa

0"

152 i

12

111 ¥

Peta 5. Hutan Alam Hilang Berdasarkan peruntukannya
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Ternyata dari 2.179.455,02 Ha Hutan Alam akan hilang seperti yang ditampilkan dalam
Peta 4, ternyata yang terbesar atau 66,87% diarahkan untuk Hutan Produksi, dan yang
kedua yaitu 23,64% untuk Perkebunan. Lebih rinci terlihat pada peta 5 dan tabel 4.

Tabel 4. Penyebab Hilangnya Hutan Alam

No Arahan Pemanfaatan Luas (Ha) Persentase
1 | Kawasan Hutan Produksi Tetap 1,457,379.57 66.87
Kawasan Perkebunan/Tanaman

2 | Tahunan 515,294.33 23.64

3 | Kawasan Permukiman Dan Lain-lain 43,250.90 1.98

4 | Kawasan Pertanian 163,254.51 7.49

5 | Kawasan Peruntukan Industri 275.72 0.01
TOTAL 2,179,455.02 100

Kenyataan di atas sekaligus memberi isyarat bahwa secara terencana Pemerintah Provinsi
masih tetap akan mengeluarkan perizinan Perluasan bagi Perusahaan Perkebunan dan
Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk Pulp and Paper untuk mengkonversi Hutan Alam
menjadi Kebun dan Kebun Akasia.

2.5.

Izin HTI di atas Hutan Alam saat ini
N 102° Peta Konsesi
' HTI Riau 2004
\ | Shapel Group I Hectares I Percent
APP 1.137.028,36  12.64 -
N 50.009.90 | 0.56
| APRIL 681.778,14  7.58
: Riau Daratan 7.130.070,28 @ 79.23
g
|
00
o 50 100 150 -+ 00 250 Kilomaeters J . &
@ 2005
Peta 6. Konsesi HTI di Riau
-6 -
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100

103 104

Konversi Hutan Alam oleh HTI

Hti dari Hutan Alam
Il APP
EE N
RAFP +
Tak Berhutan
B Tutupan Hutan 2004

Peta 7. Konsesi HTI di atas Hutan Alam

Ada 2 Group Perusahaan Pulp and Paper yang saat ini mengusahakan HTI di Riau, yaitu
APP Group dan APRIL Group. Kapasitas produksi terpasang kedua perusahaan tersebut
saat ini mencapai 4 juta ton dengan Kebutuhan Bahan Baku Kayu mencapai 18 juta meter
kubik pertahun. Hal inilah yang kemudian memicu laju Degradasi Hutan Alam Riau, baik
melalui aktifitas legal maupun llegal, disamping keberadaan Shawmill dan Pabrik Plywood.
secara terperinci berapa luasan masing-masing group Perusahaan tersebut telah
mengantongi izin di Hutan Alam (belum ditebang), dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5. Hutan Alam yang akan Hilang akibat Peruntukan HTI

No Group Luas (Ha) Persentase
1| APP 511,331.30 62.36
2 | NI 30,252.68 3.69
3 | APRIL 278,371.34 33.95
TOTAL 819,955.32 100

Luas Total Konsesi HTI yang sudah mengantongi izin di Riau secara keseluruhan saat ini
sebesar 1.600.399,50 Ha, dan ternyata apabila melihat Tabel 5 di atas, ada lebih dari 50%
diantaranya masih berupa Hutan Alam yang segera akan dikonversi menjadi HTI. Jika pada
peta 5 menunjukkan fakta bahwa akan ada 1,457,379.57 Ha Hutan Alam yang akan hilang
untuk arahan pemanfaatan HTI (Hutan Produksi), sementara izin HTI yang sudah ada saat
ini 819.955,32 Ha berarti kedepan masih ada 637.424,25 Ha lagi Izin HTI yang akan
dikeluarkan Pemerintah di atas Hutan Alam. Kenyataan di atas menunjukkan adanya
pertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1990, tentang HAK
PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI, Pasal 5: “Ayat 1, Areal hutan yang dapat

-7 -
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diusahakan sebagai areal HTI adalah kawasan hutan produksi tetap yang tidak produktif”.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, tentang TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN
KAWASAN HUTAN, Pasal 30: *“Ayat 3, Usaha pemanifaatan hasil hutan pada hutan tanaman,
dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar dihutan produksi’.
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 10.1/Kpts-11/2000, TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN 1ZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN, *“
Pasal 3: ‘Ayat 1, Areal hutan yang dapat dimohon untuk Usaha Hutan Tanaman adalah areal
kosong di dalam kawasan hutan produksi dan/atau areal hutan yang akan dialih fungsikan menjadi
kawasan Hutan Produksi serta tidak dibebani hak-hak lain. Ayat 2, Dalam hal alih fungsi kawasan
hutan menjadi kawasan hutan produksi, maka prosedurnya harus berkoordinasi dengan DPRD dan
disetujui Menteri atas rekomendasi Gubernur. Ayat 3, Keadaan topografi dengan kelerengan
maksimal 25 %, dan topografi pada kelerengan 8 % sampai dengan 25 % harus diikuti dengan
upaya konsevasi tanah. Ayat 4, Penutupan vegetasi berupa non hutan ( semak belukar, padang
alang-alang, dan tanah kosong) atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi
kayu bulat berdiameter 10 Cm untuk semua fenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari 5 m3 per
hektar. Ayat 5, Terdapat masyarakat disekitar hutan sebagai sumber tenaga kerja. Ayat 6, Pada
prinsjpnya tidak dibenarkan melakukan penebangan hutan alam di dalam Usaha Hutan Tanaman,
kecuall untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana yang tidak dapat dihindari dengan
luas maksimum 1 % dari seluruh luas Usaha Hutan Tanaman melalui peraturan yang berlaku, Ayat
7, Bagian-bagian yang masih bervegetasi hutan alam di dalam areal usaha hutan tanaman,
dienclave sebagal blok konservasi untuk diadakan pengamanan oleh pemegang izin usaha hutan
tanaman yang bersangkutan dari berbagali gangguan sehingga dapat berkembang menjadi hutan
alam yang baik”. Dengan demikian berarti Izin HTI yang telah ada di atas Hutan Alam dan Arahan
Pemanfaatan untuk HTI di dalam RTRWP 2001-2015 tidak layak dan bertentangan dengan
ketentuan Hukum Formal yang ada.

2.6. Perkebunan di atas Hutan Alam

100 101 102 103 104

N 102° Peta Konsesi
Perkebunan Riau 2004
Shape I Class i Hectares I Pen:enll

| | Perkebunan | 214070640 | 23.83 | |~
Riau daratan 6.842.406,10 76.17

Peta 8. Konsesi Perkebunan di Riau
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100 01 0z 103 104

| Konversi Hutan Alam

N_ . oleh Perkebunan
; Tak Berhutan
/ Tutupan Hutan 2004
N . Tutupan Hutan Alam

berpotensi Hilang akibat Konversi

@z008 |

Peta 9. HGU Perkebunan di atas Hutan Alam

Peta 9 di atas menunjukkan izin perkebunan yang eksisting tutupan lahannya masih Hutan Alam
seluas 390.471,109 hektar. Luas tersebut adalah 14 % dari total luas Perkebunan yang saat ini ada
2.789.524 hektar (Disbun Riau, 2003). Hal ini juga berarti bahwa ada 390.471,109 Ha hutan alam
yang segera akan dikonversi. Jika dalam Peta 5 ada 515,294.33 hektar Hutan Alam yang akan
hilang untuk arahan perkebunan akibat Revisi RTRWP, berarti masih ada 124.823,221 hektar Lagi
Izin yang akan dikeluarkan Pemerintah untuk Perkebunan di atas Hutan Alam. Dari Total Luas
Perkebunan yang ada di Riau seluas 1,486 juta hektar merupakan Perkebunan Kelapa sawit.

2.7. Lahan Gambut di Riau

102° Kedalaman Gambut
== 100 - 200 Cm

]

I A

Riau daratan

0"

& 2008

[T 1 R [TH T

Peta 10. Sebaran Lahan Gambut Riau Menurut Kedalaman
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Peta di atas menunjukkan Sebaran Lahan Gambut di wilayah Provinsi Riau. Hasil Analisis
JIKALAHARI mencatat ada 4.106.242,976 Ha atau 45.71 % dari total luas daratan Riau
merupakan Lahan Gambut. Kondisi tersebut sekaligus menggambarkan bahwa Riau
memang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencara ekologis apabila tidak
dilakukan perlindungan. Karena Lahan Gambut memiliki karakteristik; (1) Kemampuan
Menyimpan air 15-20 kali berat Kering Gambut (Fungsi Hidrologis), (2)
Hydropobicity/Kering Tak Bali sehingga rawan kebakaran, dan (3) Kemampuan Melepas
Air Ke arah Horizontal lebih besar dibanding ke arah Vertikal sehingga cepat kering.
Dengan demikian apabila Lahan Gambut dibuka (Konversi) dan dikelola dengan
pembuatan kanal-kanal maka akan berpotensi besar menyebabkan Kebakaran dimusim
kemarau dan Banjir dimusim Hujan. Menurut Ketentuan Keppres No.32 Tahun 1990
Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Pasal 9” Perlindungan terhadap kawasan
bergambut dilakukan untuk mengendalikan hidrologi wilayah, yang berfungsi sebagail
penambat air dan pencegah banyjir, serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan yang
bersangkutan, Pasal 10:” Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan
ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa”. Ketentuan
tersebut seharusnya dijadikan dasar dalam penetapan Arahan Pemanfaatan Kawasan
Lindung dalam RTRWP Riau.

2.8. Lahan Gambut masih berhutan

Dari Total hamparan Lahan Gambut di atas ternyata lebih dari 50% sudah tak
berhutan lagi, karena dikonversi untuk kepentingan Budidaya. Hasil Analisis
JIKALAHARI, saat ini hanya tersisa seluas 2.065.773,908 Ha atau 22.99 % dari luas
daratan riau yang masih memiliki tutupan Hutan Alam (lihat Peta 11).

102°

Daerah Gambut Yang berhutan alam
I Tutupan hutan yang tidak bergambut
B Tutupan hutan dalam lahan gambut

Daratan Riau

0’

@ 2005

Peta 11. Tutupan Hutan Alam tersisa di atas Lahan Gambut
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2.9. Lahan Gambut yang tersisa/akan hilang sebagai Hutan Alam

Jika Draft Revisi RTRWP disahkan menjadi RTRWP Riau yang baru, maka akan
adal.605.356,527 Ha atau 17.87 % dari luas daratan riau yang akan hilang/dikonversi
untuk tujuan Budidaya, dan hanya 460.417,385 Ha atau 5.13 % dari luas daratan riau
yang akan tersisa. Lebih lengkap dapat dilihat pada peta 12 dibawah ini.

e i1 war an

&
102 Daerah Gambut Yang berhutan alam

BN Laban Saebul Yamg Berlwtan

o

Peta 12. Hutan Alam di Lahan Gambut yang akan Hilang/tersisa

2.10. Lahan Gambut dan Kebakaran Hutan/Lahan
Kabut asap yang sering terjadi di Riau ternyata punya korelasi yang erat dengan jenis
satuan tanah. Dari hasil Analisis JIKALAHARI berdasarkan sebaran titik hotspot bulan
Januari-April 2005 menunjukkan bahwa mayoritas Hot spot tersebut berada di atas
Lahan Gambut. Lihat Peta 13.

103
102° Frekwensi kejadian
Titik Api bulan januari
s/d April 05

1-3 Em 25-33
B 4-7 BN 34-45
= 8-1 =

B 12-16 M 60-88
BN 17-24 N 89-152

W Tutupan hutan alam 2004

0’

-
@ 2005

Peta 13. Sebaran Hot Spot di atas Lahan Gambut
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2.11. Wilayah blok HCVF di Riau

Wilayah HCVF (High Concervation Velue Forest) merupakan satuan wilayah Hutan Alam
yang memiliki nilai konservasi tinggi karena nilai ekologi, social, ekonomi, dan Budaya
dari Hutan tersebut. Di Riau menurut identifikasi para ahli terdapat 8 Blok HCVF yang
tersebar di daratan riau. Hutan Alam yang terdapat di tiap blok HCVF tersebut saat ini
dalam kondisi terancam untuk dibuka atau dikonversi karena kebijakan tata ruang
provinsi yang cendrung mengalokasikan wilayah tersebut ke arahan peruntukan
Budidaya. Table berikut menunjukkan Luasan tiap Blok HCVF.

Tabel 6. Blok HCVF yang ada di Riau

HCVF 2
Giam Siak Kecil

HCVF 3
Kuala Kampar

0’

HCVF 4
Kerumutan

HCVF 5
Bukit Tigapuluh

Block Nama Hectares
HCVF 1 Senepis 377,293.07
HCVF 2 Giam Siak Kecll 327,584.68
HCVF 3 Kuala Kampar 472,842.21
HCVF 4 Kerumutan 538,006.19
HCVF 5 Bukit Tigapuluh 369,365.92
HCVF 6 Tesso Nilo 244,432.50
HCVF 7 Rimbang Baling 411,016.86
HCVF 8 Libo 209,169.10

Total | 2,949,710.51
N 102°

Tidabadans

@2005 |

Peta 14. Satuan Wilayah Hutan Alam dengan HCVF
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2.12. Hutan Alam yang tersisa di tiap blok HCVF

Tabel 7. Eksisting Hutan Alam di Blok HCVF

No Block Nama Hectares
1| HCVF1 Senepis 26,834.30
2 | HCVF 2 Giam Siak Kecil 177,961.72
3 | HCVF 3 Kuala Kampar 47,866.21
4 | HCVF 4 Kerumutan 173,047.04
5| HCVF 5 Bukit Tigapuluh 136,231.85
6 | HCVF 6 Tesso Nilo 25,767.69
7 | HCVF 7 Rimbang Baling 336,880.70
8 | HCVF 8 Libo 69,991.14
Total 994,580.65
N 102°
\ i
HCV;\T\ -
: : Senepis!
HCVF 2.
HCVF 8 Giam Siak Kecil
Libo |
HCVF 3
Kuala Kampar
0° AN
HCVF 4
Kerumutan
Buk:":l"i:::l.lluh JMM .
) @z2008 |

Peta 15. Hutan Alam tersisa di tiap blok HCVF
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111. Hutan Alam Menurut RTRWP 1994-2009

3.1. Pemanfaatan Berdasarkan RTRWP 1994-2009
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Peta 16. Arahan Pemanfaatan dalam RTRWP 1994 (sebelum revisi)

3.2.

RTRWP Revisi 2001-2015

Terjadi Pengurangan Jumlah Kawasan Lindung antara RTRWP 1994 dengan RTRWP
Revisi, yaitu dari 2.074.983,394 Ha menjadi 1.629.843,807 Ha. Pengurangan ini terjadi
akibat ada perubahan status kawasan Lindung menjadi Kawasan Budidaya. Kawasan
di setiap Kabupaten.
Sementara disisi lain juga terjadi perubahan status dari yang sebelumnya sebagai
kawasan Budidaya menjadi Kawasan Lindung. Namun demikian perbandingan antara
luas yang hilang dan bertambah tetap tidak seimbang. Luas Perubahan tersebut terlihat

Lindung

yang statusnya berubah tersebut terjadi hampir

pada Tabel 8 dan Peta 17.

Perbandingan Pemanfaatan ruang antara RTRWP 1994-2009 dengan

Tabel 8. Perbandingan Kawasan dalam RTRWP 1994 dengan RTRWP Revisi

Mark Arahan Luas (Ha)
Kawasan Lindung RTRWP 2015 928,430.07
Kawasan Lindung RTRWP 1994 (hilang pada RTRWP 1,146,553.
2015) 33
Penambahan areal kawasan lindung RTRWP 2015 701,413.72
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Peta 17. Perbandingan Kawasan Lindung RTRWP 1994 dan RTRWP Revisi

IV. Inkonsistensi/Simpangan di Kawasan Lindung RTRWP 1994

Hutan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung dalam RTRWP 1994 seluas 1.942.744,395
hektar, ternyata kondisi eksistingnya sudah dalam kondisi kritis dan terancam punah akibat
Inkonsistensi Pemerintah yang disadari atau tidak telah mengeluarkan izin di atas Kawasan
Lindung. Hal ini terjadi bisa jadi akibat euphoria pelaksanaan otonomi daerah, dimana
Pemerintah Kabupaten/Kota tanpa terlebih dahulu mensingkronkan dengan RTRWP
Provinsi tetapi membuat sendiri RTRWK-nya. Akibatnya Banyak izin-izin yang letaknya di
atas kawasan lindung, padahal Kawasan Lindung dilarang untuk kegiatan Budidaya dan
Penebangan. Jika dilihat dari aspek Yuridis formal maka Penyimpangan-Penyimpangan
tersebut telah bertentangan dengan Perda No.10 Tahun 1994 tentang RTRWP Riau 1994-
2009 yang telah menetapkan kawasan Lindung sebagai wilayah yang tidak diperboleh
adanya izin Usaha di dalamnya, juga sangat bertentangan dengan kebijakan yang lebih
tinggi seperti UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No.24 Tahun 1992
tentang Penataan Ruang yang diturunkan lagi dalam PP No. 69 Tahun 1996
tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran
serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang dan Kepmenkimpraswil No.
327/Kpts/M/2002 Tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang,
yang isinya mengatur tentang Ketentuan secara hirarki proses penataan Ruang antar
Tingkatan. Di bawah ini JIKALAHARI mencoba menunjukkan Fakta-fakta tersebut.

4.1. I1zin HPH di atas Kawasan Lindung
Terdapat seluas 321.996,3 Ha izin HPH yang berada di atas Kawasan Lindung dengan
posisi penyebaran seperti yang di tampilkan dalam 16 di bawah ini.
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Peta
Kawasan Lindung
Menurut RTRWP 1994
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Konsesi HPH 2004
(321.996,3 Ha)
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Peta 18. sebaran lIzin HPH di atas Kawasan Lindung

4.2. lzin HTI di atas Kawasan Lindung

Bukan Hanya izin HPH, Izin HTI juga banyak yang posisinya di atas Kawasan Lindung.
Tercatat seluas 140.353,319 hektar atas nama Group APRIL, 290.494,484 hektar atas
nama APP, dan ada 25.353,319 hektar di wilayah kabupaten Indragiri Hulu dan

Indragiri Hilir yang kepemilikannya belum teridentifikasi. Peta 19 di bawah ini
menjelaskan kondisi tersebut.
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Peta 19. Sebaran lIzin HTI di atas Kawasan Lindung
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4.3.

Izin Perkebunan di atas Kawasan Lindung
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(102.905.7 Ha)

Peta 20. Sebaran lIzin Perkebunan di atas Kawasan Lindung

Peta 20 di atas menunjukkan izin Perkebunan yang posisinya di atas Kawasan Lindung
ada seluas 102.905,7 hektar.

4.4,

Luas Tutupan Hutan Alam Per Kabupaten/Kota
Kondisi eksisting tutupan Hutan Alam terluas di Riau terdapat di Kabupaten Pelalawan,
diikuti Indragiri Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Siak, Kampar Bengkalis, Rokan Hulu,
Kuansing, dan terakhir Kota Dumai. Lebih Lengkap terlihat di Tabel 9 dan Peta 21.

Tabel 9. Eksisting Hutan Alam tersisa di tiap Kabupaten/Kota

Kabupaten/ L_ugs _ Tutupan Perser?tase I__uas Hutan Alam
No Kota Administrasi Hutan Alam d!bgnfjlngkgn Luas
Daratan (Ha) 2004 (Ha) Adiministrasi Daratan
1 | Pelalawan 1,310,924.08 674,778.69 51.47%
2 | Indragiri Hulu 781,363.03 429,324.96 54.95%
3 | Rokan Hilir 944,775.62 404,600.09 42.82%
4 | Indragiri Hilir 1,242,442.76 380,993.59 30.66%
5 | Siak 808,800.76 311,168.22 38.47%
6 | Kampar 1,028,429.32 283,937.24 27.61%
7 | Bengkalis 1,146,990.30 271,853.38 23.70%
8 | Rokan Hulu 734,154.01 176,162.73 24.00%
9 | Kuansing 501,731.67 144,025.36 28.71%
10 | Kota Dumai 277,388.22 133,718.87 48.21%
Total 8,776,999.77 | 3,210,563.14 36.58%
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Kelestarian Hutan Alam yang tersisa di setiap Kabupaten/Kota tersebut akan sangat
bergantung dari arah pembangunan masing-masing daerah. Jika orientasi daerah tetap
mengarah pada kebijakan yang mengeksploitasi Hutan maka tidak mustahil akan ada
Kabupaten/Kota yang tidak memiliki Hutan lagi. Bencana Banjir dan Krisis Air akibat
Kekeringan akan menghantui Penduduknya.

102°

0’

02 10 104

Peta 21. Tutupan Hutan Alam tersisa di setiap Kabupaten/Kota

V. Lahan Kritis di Riau

5.1. Data Dinas Kehutanan Riau

Dibalik maraknya konversi Hutan Alam secara besar-besaran untuk Perkebunan dan HTI,
ternyata cukup banyak Lahan yang dalam kondisi Kritis yang tidak termanfaatkan, baik
yang berada di luar kawasan Hutan maupun di dalam Kawasan Hutan. Menurut Data Dinas
Kehutanan Riau dalam ekspose yang disampaikan pada Hari Air seduinia 30 Maret 2005
tercatat ada 2.824.251,41 Ha yang meliputi lahan kritis yang berada di Luar Kawasan
Hutan 1.567.543,00 Ha, dan yang berada di dalam Kawasan Hutan ada 1.256.708,41 ha,
lebih rinci terlihat pada table 10 dan 11.

Peta 10. Lahan Kritis dan Potensi Kritis di Luar Kawasan Hutan per
Kabupaten/Kota

No. Kabupaten/Kota Lahan Potensial Jumlah (Ha)
Kritis (Ha) Kritis (Ha)
1. Rokan Hilir 97.362 316.632 446.141
2. Rokan Hulu 92.397 146.857 268.437
3. Kampar 140.532 124.741 291.310
4. Bengkalis 5.611 75.200 82.130
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5. Siak 74.653 121.058 195.711
6. Pelalawan 50.071 178.518 235.420
7. Kuantan Sengingi 47.693 72.262 142.458
8. Indragiri Hulu 52.460 179.624 244.507
9. Indragiri Hilir 27.710 0 27.710

10. Pekanbaru 12.727 36.239 48.966

11. Dumai 0 157.666 157.666

TOTAL 1.567.543,00

Sumber: Data Dasar Pembangunan RLKT, 1997

Peta 11. Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan berdasarkan

Tahun 2001 per Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

TGHK sampai dengan

No. | Kabupaten/Kota Hutan Hutan Hutan Kawasan Jumlah

Lindung | Produksi | Produksi | Konservasi (Ha)

(Ha) Konversi | Terbatas (Ha)
(Ha) (Ha)
1. | Rokan Hilir 33.272,00 |59.908,15 |57.529,46 | 151,51 150.861,12
2. | Rokan Hulu 13.714,44 | 26.676,62 | 73.470,10 | - 116.861,16
3. | Kampar 14.450,70 |13.797,34 | 146.623,90 | 15.960,88 190.832,82
4. Bengkalis - 24.771,36 | 110.556,40 | 15.821,36 151.149,12
5. |[Siak - 77.052,04 |29.398,25 | 2.286,06 108.736,35
6. | Pelalawan - 5.100,54 101.929,92 | 2.079,12 109.109,58
7. | Kuantan Sengingi | 233.919,31 | - 46.052,70 |5.193,78 75.165,79
8. Indragiri Hulu 5.031,34 11.160,03 | 62.741,73 | 64,63 78.997,73
9. Indragiri Hilir 2.241,31 134.000,61 | 100.915,16 | - 237.157,09
10. | Pekanbaru - - 10.223,11 | - 10.223,11
11. | Dumai - 20.331,60 | 7.282,94 - 27.614,54
TOTAL 1.256.708,41

Sumber: Riau dalam Angka, 2002

5.2. Data Hasil Riset

Menurut Hasil Riset WWF Riau di 7 lokasi yaitu Bukit Kapur, pelalawan, Pelintung,
Purnama, Siak, sungai Dumai, dan Pekanbaru terdapat 49.809 Ha Lahan Kritis. Hasil
Identifikasi terhadap kepemilikan lahan Kritis tersebut menunjukkan bahwa lahan Kkritis
sebagian besar berada dalam konsesi Perusahaan Perkebunan, HTI dan HPH. Sedangkan
sebagian lagi berada di lahan milik individu-individu. Namun apabila dilihat pada tampilan
dalam peta 22, total lahan Kritis di Riau akan menunjukan luasan yang jauh lebih tinggi.
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Map 1. Potential & Confirmed Wasteland in Riau
Peta 22. Peta sebaran Lahan Kritis di Riau

5.3. Data Dinas Perkebunan Riau

Data resmi Dinas Perkebunan Riau tahun 2004 mencatat bahwa dari 312 Badan Usaha
Perkebunan yang luasannya 2,789 Juta hektar hanya 169 Badan Usaha yang
merealisasikan Pembangunan Kebunnya di Lapangan, sedangkan sisanya 143 Badan
Usaha yang luasnya 846.257 Ha dinyatakan tidak aktif atau tidak merealisasikan
Pembangunan kebun di lapangan. Dari 143 Badan Usaha yang tidak aktif tersebut tingkat
perizinannya ada 66 buah (388.997 Ha) yang pada tingkat Pencadangan Gubernur/lzin
Lokasi dari Bupati (PG/ILB), 56 buah (239.304 Ha) pada tingkat Pendaftaran Perizinan
Usaha Perkebunan (PPUP/IUP), 15 Buah (187.749 Ha) Tingkat Pelepasan Kawasan Hutan
(PKH) dari Menteri Kehutanan, dan 6 Buah (30.207 Ha) sudah mengantongi perizinan
tingkat Panitia B/Hak Guna Usaha (PB/HGU). Kondisi tersebut adalah kenyataan yang
menggambarkan bahwa ada Cukup Luas Lahan yang secara hukum sudah dikuasai suatu
Badan Usaha, namum mengingkari niatnya membangun kebun. Dengan demikian Obsesi
Pemerintah yang menargetkan 3,1 Juta Hektar dalam RTRWP Riau untuk perkebunan
adalah sebuah tanda Tanya besar. Karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa
pemegang izin Perkebunan hanya mengejar Tegakan Kayu Alam, setelah kayu habis dan
perusahaan mendapat untung, dengan berbagai alasan perusahaan tidak melanjutkan
Pembangunan Kebun. Sehingga lahan-lahan yang ditingkalkan menjadi terlantar/Kritis.
Sebagaimana terlihat secara rinci di table 12. dan Peta 23 di bawah ini.
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Tabel 12. Sebaran Luas Lahan Badan Usaha Perkebunan Yang tidak aktif

No Kabupaten/Kota Tingkat Perizinan (Buah)
PG/ILB | PPUP/IUP PKH PB/HGU Total
1. | Indragiri Hilir 89.812 37.900 53.473 3.000 184.185
2. | Indragiri Hulu 96.128 - - - 96.128
3. | Pelalawan 23.750 46.390 23.192 12.270 105.602
4. | Bengkalis 22.000 24.700 28.555 - 75.255
5. | Kampar 42.442 42.104 6.741 1.383 92.670
6. | Siak 9.847 24.300 25.702 13.554 73.403
7. | Rokan Hilir 32.000 49.620 25.350 - 106.970
8. | Rokan Hulu 40.680 8.040 24.736 - 73.456
9. | Kuantan Singingi 14.518 5.500 - - 20.018
10. | Dumai 17.820 750 - - 18.570
Jumlah 388.997 | 239.304 187.749 | 30.207 846.257
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= dan Tutupan Hutan 2004
= di RIAU
P
£ _
g REE S i
LSt
2 ) oo SN0
) e, P S Riau
NS, i P "Pe:ir:;::f{; :
. TETRSS
------- (=S
Qr P S
804”"‘?)“@ \, /g" g
- @44,4 > 'f i

2 D 20 40 60 B8O Kiometers 4 \S
T s D _JAMS

Peta 23. Sebaran Perkebunan kelapa sawit yang tidak merealisasikan pembangunan kebun

di lapangan

Lampiran Nama PBS/Koperasi Perkebunan yang perizinannya baru sampai tahap

pencadangan Gubernur/lzin Lokasi dan di duga tidak aktif

No|Kabupaten |Nama Perusahaan Kecamatan Luas (ha)
1 |Indragiri Hilir [KUD Belanta Raya G.S. A 100
PT. Alam Lestari Inti Sawit Tempuling 15000
PT. Hakiki Keritang Ns Keritang 17000
PT. Prima Sambu Reteh 12290
PT. Ariyan Mukti Kawa Keritang 5000
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PT. Mandiri Andalan Sejahtera|Keritang 4730

Koperasi Bakti Lestari Keritang 2300

PT. Musim Mas Tempuling 4700

PT. Riau Indo Agro Palma Keritang 26492

Kel. Tani Sumber Maju Keritang 100

PT. Nyiur Subur Tani G.S. A 2100

Total 89812

Indragiri Hulu|PT. Tani Subur Agrimas Pasir Penyu 9500
PT. Ariyan Mukti Kawa Kelayang Peranap 21750

PT. Inhu Wana Palma Lestari |Seberida 8800

PT. Teso Indah Rengat 17200

PT. Bengkalis Kampar Srn Seberida 11000

PT. Deyanti Agrindis Seberida 3910

PT. Samudra Mas Abadi P Rengat 3468

Ponpes Khairul Ummah Peranap 4000

PT. Wesco Rengat 14500

Koptan Pura Usaha Peranap 2000

Total 96128

Pelalawan |PT. Parawira Abadi Tama Langgam 100
PT. Mitra Cipta Putra Langgam 100

PT. Bhaskara Satriatama R |[Kuala Kampar 11000

PT. Riau Indo Agro Palma Kuala Kampar 5200

PT. Rimba Sawit Kusuma Langgam 350

Koptan Bakung Asri Langgam 4500

PT. Peputra Abadi Sena Jaya |Bunut 2500

Total 23750

Bengkalis  |PT. Mawarindo Jaya Sejati Mandau 19500
PT. Bina Nusa Mandau 2500

Total 22000

Kampar KUD Karya Tama Siak Hulu 1000
PT. Satria Ageng Perkasa Siak Hulu 100

PT. Sumber Kharisma Psd Kampar Kiri 6000

Yayasan Kosgoro Kampar Kiri 2000

PT. Nanda Raya Timber Kampar Kiri 3000

KUD Batabo Tapung 4500

PT. Pucuk Persktn P. Gt Bkn |Bangkinang 6100

KUD Ranrau Andiko Kampar Kiri 6200

KUD Bahagia Sei. Bunga Kampar Kiri 600

Koptan Sawit Rakyat Tapung 5500

Kop. Sahabat Lestari Tapung 1500

Koptan Subangi Jaya Kampar Kiri 3120

Koptan Mandiri Mekar Tapung 1200

Koptan Koto Sepakat Xl Koto Kampar 1622

Total 42442

Siak PT. Gapoktan Pusaka Tpd Sei. Apit 615
KUD Rukun Makmur Siak 4752

Kop. Siak Mandiri Siak 2600

KUD Dayun Mas Siak 1880

Total 9847

-22 .

Jikalahari Document




7 |Rokan Hilir |PT. Insan Sastra Abadi Kubu 7500
PT. Marsam Citra Abadi Tanah Putih 13500

PT. Sekapas Palma Putra Tanah Putih 3000

Kopearsi lkram Tanah Putih 8000

Total 32000

8 |Kuansing PT. Teso Sepakat Kauantan Hilir 3000
PT. Timbul Sakato Singingi 748

PT. Sagu Tebing Tinggi Singingi 100

PT. Widiana Cipta Kuantan Tengah 10670

Total 11518

9 |Dumai PT. Abdul Jaya Group Bukit Kapur 600
PT. Kaya Pammana Bukit Kapur 2000

PT. Petroview Insani Bukit Kapur 2720

KUD Balai Palma Bukit Kapur 10000

Koperasi lkram Bukit Kapur 2500

Total 17820

10|Rokan Hulu |PT. Inti Ros Rambah 6000
PT. Azek Sakti Indonesia Rambah 20000

PT. Citra Sardela Abadi K. Darussalam 10200

Ninik Mamak Psktn Tamb. Tambusai 2480

KUD Bumi Asih Bangkinang 2000

Total 40680

Total 385997

Fakta-fakta di atas memberikan isyarat bahwa pengembangan Perkebunan maupun HTI di
Riau selayaknya tidak lagi diarahkan pada Hutan Alam, tetapi sudah seharusnya
memaksimalkan pemanfaan Lahan Kritis yang ada. Bagi Lahan Kritis yang dikuasai oleh
pemegang izin Konsesi dan tidak dikelola secara produktif sudah seharusnya Pemerintah
melakukan peninjauan ulang dan atau pencabutan izin atas perusahaan yang menguasai
lahan tersebut, kemudian mencadangkan lahan kritis tersebut untuk pengembangan
Perusahan Perkebunan atau HTI yang mempunyai komitmen serius menanami lahan.
Dengan demikian lahan yang masih ada tutupan hutan alam bisa dipertahankan dan
pengembangan sector perkebunan dan HTI tetap bisa dilakukan tanpa mengkonversi

hutan alam.

VI. Kesimpulan

6.1.

6.2.

6.3.

Bahwa telah terjadi Pengurangan Luas Kawasan Lindung pada Draft Revisi RTRWP
2001-2015 jika dibandingkan dengan RTRWP Riau 1994-2009 sesuai Perda No0.10
tahun 1994.

Bahwa Jika Tutupan Hutan Alam yang tersisa (35,74%) tidak dilakukan upaya
proteksi melalui Kebijakan RTRWP Riau maka Provinsi hanya akan memiliki hutan
Alam 11,53 % lagi dan ini akan membuat intensitas bencana ekologis di Riau
semakin meningkat.

Bahwa Ancaman terbesar terhadap Hutan Alam yang tersisa (35,74%) menurut
scenario Draft Revisi RTRWP adalah untuk Arahan Hutan Produksi yang
notebenenya dialokasikan untuk HTI sebesar 66,87%, dan untuk arahan
Perkebunan sebesar 23,64% dari total Luas Hutan Alam tersisa Riau.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.8.

6.9.

6.10.

VIl
7.1.

1.2.

7.3.

Bahwa Pengembangan HTI untuk memenuhi kebutuhan bahan baku Pulp and Paper
Group APRIL dan APP merupakan ancaman utama bagi Hutan Alam Riau, karena
kapasitas produksi dan kebutuhan bahan baku kedua perusahaan tersebut jauh
lebih besar dari kemampuan HTI yang dimilikinya untuk menghasilkan bahan baku,
sehingga 70% dari kebutuhan perusahaan harus dipenuhi dari Hutan Alam dengan
menghalalkan segala cara (legal maupun illegal). Oleh karena itu Pengaloksian
Ruang melalui scenario arahan Hutan Produksi dalam RTRWP 1994 (31,70%)
maupun Draft Revisi RTRWP (29,10%) merupakan Bumerang.

Bahwa Kebijakan Pemerintah yang telah mengalokasikan target 3,1 juta Ha
Perkebunan baik dalam arahan RTRWP 1994 dan draft revisi RTRWP dan tingginya
minat Investor dan masyarakat untuk menanam kelapa sawit di Riau merupakan
ancaman utama kedua bagi Hutan Alam Riau, karena Pembangunan Perkebunan
terutama oleh perusahaan lebih banyak dilakukan di atas lahan Hutan Alam dengan
target ganda untu mendapatkan keuntungan dari kayu yang ditebang.

Bahwa Luas wilayah Daratan Riau 4.106.242,976 Ha atau 45.71 % Merupakan
Lahan Gambut yang sebagian besar memiliki kedalaman di atas 4 meter, dengan
kondisi tersebut Riau memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana
Kabut asap akibat terbakar maupun akibat Pembakaran skala luas yang dilakukan
oleh perusahaan-perusahan Perkebunan dan atau pembukaan lahan skala kecil oleh
masyarakat.

Bahwa ternyata dibalik tingginya Investasi di Bidang Perkebunan maupun HTI di
Riau ternyata juga ikut berkontribusi besar menjadikan Lahan-lahan yang
dikuasainya menjadi kritis, karena tidak semua perusahaan mempunyai komitmen
serius untuk menanam lahan hutan alam yang telah dibuka dengan Sawit ataupun
Akasia.

Bahwa Telah terjadi Inkonsistensi pemanfaatan Ruang di dalam Kawasan Lindung
RTRWP 1994 bagi peruntukan izin HPH seluas 321.996,3 hektar, izin HTI
456.207,395 hektar, dan Perkebunan seluas 102.905,7 hektar.

Bahwa Penegakan Hukum (fow enforment) dan kontrol oleh pemerintah terhadap
pelanggaran/Penyimpangan di bidang keruangan sangat lemah bahkan hampir tidak
ada sama sekali, sehingga banyak kawasan Lindung yang sudah berubah menjadi
Pemukiman, Perkebunan, maupun HTI.

. Rekomendasi dan Usulan

RTRWP Revisi Hendaknya tetap Mempertahankan Kawasan Lindung dalam RTRWP
1994-2009, dan sebisa mungkin untuk menambah Kawasan Lindung hingga mencapai
30% dari Luas Daratan Provinsi Riau.

Simpangan-simpangan Pemanfaatan berupa Perizinan terhadap Perusahaan Bidang
Kehutanan (HTI dan HPH) dan Perkebunan di dalam Kawasan Lindung Hendaknya di
Tata Batas ulang (redeliniasi) dengan 2 alternatif; pertama, menghapus/mencabut
perizinan di atas kawasan Lindung atau kedua, memberikan kesempatan pada
pemegang lzin yang sudah terlanjur menanami lahan (HTI, Perkebunan) untuk
beroperasi dengan batas waktu 5 tahun (sesuai priode revisi RTRWP) dengan
pengawasan yang ketat.

Pemerintah Provinsi handaknya membuat Ambang batas yang tegas untuk
Pengembangan HTI dan Perkebunan.
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7.4. Pemerintah Provinsi hendaknya mengarahkan Pengembangan HTI dan Perkebunan
hanya di atas Lahan Kritis, dan Menghentikan Pemberian izin di atas Hutan Alam.

7.5. Pemerintah Provinsi Hendaknya menjadikan Lahan Gambut Tebal yang kedalamannya
di atas 3 meter dan masih ditutupi Hutan Alam sebagai Kawasan Lindung Gambut.

7.6. Penegakan Hukum bagi Pelanggaran keruangan hendaknya dilakukan dengan tegas
tanpa pandang Bulu.

Kawasan Berpotensi untuk jadi Kawasan Lindung (Usulan JIKALAHARI) :

100 10 102 103 104

102° Kawasan berpotensi Lindung

I Koridor Biologis
B Kawasan Lindung Gambut
Kawasan Lindung Daerah sekitarnya

Tak Berhutan s
| Kawasan Lindung
B Tutupan Hutan 2004

100 101 “I]l 103 104

Peta 24. Potensi Kawasan Lindung Usulan JIKALAHARI
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